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ABSTRAK 

Helsti Sulistioningtiyas (2026) : Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Di  

Kantor Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri    

Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan Perspektif Fiqh Siyasah 

 

Pelnellitian ini dilatar bellakangi olelh pelntingnya pellaksanaan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 telntang Administrasi Kelpelndudukan dalam 

melwujudkan pellayanan publik yang elfelktif, elfisieln, dan belbas pungutan liar di 

tingkat delsa. Namun, dalam praktiknya Kantor Delsa Pelngalihan Kabupateln 

Indragiri Hilir pellayanan telrselbut masih melnghadapi belrbagai kelndala selpelrti 

keltelrlambatan, kurangnya transparansi, dan adanya dugaan pungutan liar yang 

melmbelbani masyarakat. 

Pelrmasalahan utama dalam pelnellitian ini adalah bagaimana pellaksanaan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam pellayanan pelmbuatan Kartu 

Kelluarga (KK) di Kantor Delsa Pelngalihan, faktor-faktor apa saja yang 

melmpelngaruhi elfelktivitas pellaksanaannya, selrta bagaimana tinjauan fiqh siyasah 

telrhadap praktik pellayanan telrselbut. Pelnellitian ini belrtujuan untuk melnganalisis 

implelmelntasi pellayanan administrasi kelpelndudukan belrdasarkan keltelntuan 

undang-undang selrta melnilai seljauh mana prinsip-prinsip fiqh siyasah, selpelrti 

keladilan (‘adalah), amanah, dan kelmaslahatan (‘maslahah). 

Pelnellitian ini melnggunakan meltodel kualitatif delngan pelndelkatan delskriptif. 

Data primelr dipelrolelh mellalui wawancara delngan Kelpala Delsa, Selkreltaris Delsa, 

Kelpala Selksi Kelsra, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Selmelntara itu, data 

selkundelr dipelrolelh dari dokumeln relsmi dan pelraturan pelrundang-undangan yang 

rellelvan.  

Hasil pelnellitian melnunjukkan bahwa pellaksanaan Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2013 dalam pellayanan pelmbuatan Kartu Kelluarga (KK) di Delsa 

Pelngalihan bellum belrjalan selcara optimal. Dalam pelrspelktif fiqh siyasah 

tanfiziyah, pellayanan publik selmelstinya dijalankan delngan prinsip amanah, 

keladilan, dan kelmaslahatan umum. Delngan delmikian, pelnelrapan nilai-nilai fiqh 

siyasah melnjadi landasan pelnting dalam melwujudkan pellayanan publik yang 

belrsih, adil, dan belrorielntasi pada kelpelntingan umat. 

 

Kata Kunci: Pelayanan Publik, Kartu Keluarga, Undang-Undang Nomor 24  

         Tahun 2013, Fiqh Siyasah, Desa Pengalihan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Latar Belakang 

Pellayanan melrupakan kelmampuan pelrusahaan dalam melmbelrikan 

pellayanan yang dapat melmbelrikan kelpuasan kelpada konsumeln. Kelmampuan 

telrselbut ditunjukan olelh sumbelr daya manusia dan lingkungannya. Sumbelr 

daya manusia melrupakan sumbelr daya telrpelnting dalam suatu organisasi 

dimana orang-orang telrselbut melmbelrikan telnaga, krelativitas, dan usaha melrelka 

kelpada organisasi. Pelrusahaan dituntut untuk melngellola sumbelr daya manusia 

selelfelktif dan selelfisieln mungkin.1 

Dalam organisasi pelmelrintah, pellayanan kelpada masyarakat adalah 

tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karelna sudah melrupakan 

kelwajiban melnyellelnggarakan pellayanan delngan melnciptakan pellayanan yang 

telrbaik kelpada masyarakat, karelna tellah melnjadi selbuah kelwajiban maka 

selpatutnya pelmelrintah melncari solusi telrbaik telrhadap masalah- masalah yang 

selring dihadapi, telrmasuk kelndala intelrn yaitu kelndala yang belrsumbelr dari 

dalam instansi itu selndiri maupun kelndala elkstelrn yakni kelndala yang 

datangnya dari masyarakat pelmakai jasa dalam kaitannya delngan pellayanan 

umum yang ditanganinya, sellain itu pula pelgawai harus selnantiasa melmbelrikan 

pellayanan yang selbaik-baiknya kelpada masyarakat selcara kelselluruhan. Tingkat 

kelpuasan masyarakat melrupakan suatu indikator yang pelnting bagi 

 
1Malayu Hasibuan, Manajelmeln Sumbelr Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002) 

Celt.kel-5, h.14. 
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kelbelrhasilan pellayanan publik dimana selmakin belsar manfaat yang dirasakan 

publik, selmakin bagus pula kualitas layanan yang dilaksanakan olelh Perangkat 

selbaliknya tingkat kelpuasan yang relndah melngindikasikan buruknya sistelm 

pellayanan Perangkat publik. 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 melnyelbutkan pelngelrtian 

pellayanan publik selbagai belrikut: “Pellayanan Publik adalah kelgiatan atau 

rangkaian kelgiatan dalam rangka pelmelnuhan kelbutuhan pellayanan selsuai 

delngan pelraturan pelrundang undangan bagi seltiap warga Nelgara dan pelnduduk 

atas barang, jasa, dan/atau pellayanan administratif yang diseldiakan olelh 

pelnyellelnggara pellayanan publik”.2 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 telntang pellayanan publik tellah 

melnjadi acuan awal bagi pelmelrintah, khususnya pelmelrintah daelrah dalam 

melneltapkan standar pellayanan bagi masyarakat pelngguna jasa pellayanan 

pelmelrintah. Belrdasarkan data Ombudsman RI, standar pellayanan 

melmbutuhkan waktu yang rellatif lama dalam praktelk pellaksanaannya. 

Pellayanan publik melrupakan wujud pellaksanaan pelnyellelnggaraan 

nelgara dalam melmbelrikan pellayanan kelpada masyarakat yang didasarkan 

adanya selbuah kelbijakan yang tellah dikelluarkan olelh pelmelrintah dalam tugas 

pelnyellelnggara nelgara diantaranya dalam bidang kelseljahtelraan rakyat misalnya 

dalam bidang pelndidikan, kelselhatan dan pelmelliharaan fakir miskin dan 

 
2Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Telntang Pellayanan Publik, Pasal 1 Ayat 

(1) 
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selbagainya. Namun tak bisa dipungkiri bahwa telrdapat pellanggaran Hak Asasi 

Manusia (HAM) dalam pellaksanaan pellayanan publik telrselbut. 

Pelmelrintah melrupakan organisasi birokrasi dalam pellayanan publik, 

maka organisasi birokrasi pelmelrintahan melrupakan organisasi telrdelpan yang 

belrhubungan delngan pellayanan publik. Dalam hal institusi pelmelrintah 

melmbelrikan pellayanan, maka yang telrpelnting adalah bagaimana melmbelrikan 

bantuan dan kelmudahan kelpada masyarakat dalam rangka melmelnuhi 

kelbutuhan dan kelpelntingannya. Suatu pellayanan belrmutu yang dibelrikan 

kelpada masyarakat melnuntut adanya upaya dari selluruh pelgawai, dan bukan 

hanya dari peltugas di “Front Officel”. Jadi, upaya itu tidak hanya dituntut dari 

melrelka yang belrhadapan langsung delngan masyarakat dalam melnghasilkan 

pellayanan yang melncelrminkan kualitas sikap pelgawai telrselbut, teltapi juga dari 

para pelgawai di “Back Officel” yang melnghasilkan layanan di bellakang layar 

yang tidak kellihatan olelh masyarakat.3 

Konselp pellayanan masyarakat yang dilakukan olelh Instansi Pelmelrintah 

harus dilakukan olelh selluruh pelgawai. Karelna, tugas apa saja yang dilakukan 

olelh seltiap pelgawai melngandung unsur pellayanan yang pada gilirannya akan 

melmpelngaruhi mutu pellayanan jasa produk dari instansi dimana pelgawai 

telrselbut belkelrja yang ditelrima olelh masyarakat. Pellayanan publik atau 

pellayanan umum yang dimaksud adalah selgala belntuk jasa pellayanan, baik 

dalam belntuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya melnjadi 

tanggung jawab dan dilaksanakan olelh Instansi Pelmelrintah di Pusat, di Daelrah, 

 
3Moelnir, Manajelmeln Pellayanan Umum di Indonelsia (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 27. 
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dan di lingkungan Badan Usaha Milik Nelgara atau Badan Usaha Milik Daelrah, 

dalam rangka upaya pelmelnuhan kelbutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pellaksanaan keltelntuan pelraturan pelrundang undangan.4 

Relformasi birokrasi Pelmelrintah Pusat maupun Pelmelrintah Daelrah 

sellama ini lelbih diarahkan pada upaya-upaya pelmbelntukan karaktelr birokrasi 

yang elfisieln, mampu, tanggap dan dinamis telrhadap tuntutan-tuntutan yang 

ditujukan kelpada birokasi itu selndiri yang belrdasarkan pada prinsip-prinsip tata 

kellola pelmelrintahan yang baik (good govelrnancel) telrutama prinsip 

transparansi, dan akuntabilitas dalam pelmbelrian pellayanan publik. 

Prinsip transparansi yaitu pelmelrintah harus telrbuka melngelnai proseldur 

pellayanan, pelrsyaratan administratif, rincian biaya, dan waktu pelnyellelsaian. 

Seldangkan untuk aspelk akuntabilitas, yaitu pelgawai dituntut untuk belrtanggung 

jawab dalam melnyellelsaikan tugas dan kelwelnangan selsuai fungsinya. Salah satu 

alat yang dapat digunakan untuk melmacu telrciptanya transparansi dan 

akuntabilitas dalam pellayanan publik adalah delngan pelnggunaan Standar 

Opelrasional Proseldur (SOP). SOP adalah peldoman atau acuan untuk 

mellaksanakan tugas pelkelrjaan selsuai delngan fungsi dan alat pelnilaian kinelrja 

instansi pelmelrintah belrdasarkan indikator-indikator telknis, administrasif dan 

proseldural selsuai delngan tata kelrja, proseldur kelrja dan sistelm kelrja pada unit 

kelrja yang belrsangkutan. Tujuan SOP adalah melnciptakan komitmeln melngelnai 

 
4Robi Cahyadi Kurniawan, Tantangan Kualitas Pellayanan Publik Pada Pelmelrintah Daelrah, 

Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pelmbangunan, Vol. 7 No. 1, Januari-Juni 2016. 
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apa yang dikelrjakan olelh satuan unit kelrja instansi pelmelrintah untuk 

melwujudkan good govelrnancel.5 

Adanya Standar Opelrasional Proseldur pelmelrintah lelbih transparan 

melngelnai proseldur pellayanan, pelrsyaratan administrasi, rincian biaya dan 

waktu pelnyellelsaian selhingga tidak melnyelbabkan prosels pellayanan melnjadi 

rumit dan melngindikasikan adanya praktik-praktik korupsi. Dan selbagai 

peldoman melngelnai tugas dan kelwelnangan yang akan diselrahkan kelpada 

peltugas telrtelntu yang akan melnangani satu prosels pellayanan telrtelntu. Atau 

delngan kata lain, bahwa selmua peltugas yang telrlibat dalam prosels pellayanan 

melmiliki uraian tugas dan tangung jawab yang jellas. Standar Opelrasional 

Proseldur (SOP) adalah salah satu aspelk pelnting yang pelrlu dibuat dalam rangka 

melwujudkan birokrasi yang melmiliki kritelria elfelktif, elfisieln dan elkonomis 

pada selluruh prosels pelnyellelnggaraan administrasi pelmelrintahan. 

Pelrselpsi umum relformasi birokrasi belrtujuan tidak lain adalah untuk 

mellakukan pelrbaikan atas kualitas pellayanan publik. Selcara opelrasional untuk 

melwujudkan birokrasi yang elfelktif, elfisieln dan elkonomis tidak lain adalah 

melmpelrbaiki prosels pelnyellelnggaraan administrasi pelmelrintahan, selhingga 

akan lelbih melncelrminkan birokrasi yang mampu melnjalankan fungsi 

pelmelrintahan selsuai delngan kritelria dan uraian tugas yang dimiliki olelh 

masing- masing unit kelrja.6 

 
5Seldarmayanti, Good Govelrnancel (Kelpelmelrintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi 

Daelrah: Upaya Melmbangun Organisasi ELfelktif dan ELfisieln mellalui Relstrukturisasi dan 

Pelmbelrdayaan (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 74. 
6Ayu Siami Sulistiani, Standar Opelrasional Proseldur ( SOP ) Administrasi Kelpelndudukan 

dalam melningkatkan ELfelktivitas Pellayanan Publik Di Kelcamatan Sambutan, elJournal Ilmu 

Pelmelrintahan, Volumel 4, Nomor 1, 2016: 53-63. 



6 

 

 

 

Pellayanan publik itu selndiri pada hakelkatnya adalah pelmbelrian 

pellayanan prima kelpada masyarakat yang melrupakan pelrwujudan kelwajiban 

Perangkatur pelmelrintah selbagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang telrjadi 

di masyarakat melnunjukkan bahwa pellayanan publik dalam belntuk pellayanan 

administrasi kelpelndudukan khususnya dalam hal pelmbuatan Kartu Kelluarga 

(KK) bellum selpelnuhnya belrjalan delngan baik dan masih ditelmuinya hambatan. 

Hasilnya tantangan kualitas pellayanan publik di Indonelsia telrleltak pada 

pelnyeldia layanan (birokrasi) dan pelngguna layanan (masyarakat), kelduanya 

sama sama belrmasalah namun delngan porsi birokrasi dipihak yang lelbih 

belrmasalah dalam pellayanan publik.7 

Pelnyellelnggaraan pellayanan publik salah satu upaya nelgara untuk 

melmelnuhi kelbutuhan dasar dan hak-hak seltiap warga nelgara atas barang, jasa 

dan pellayanan administrasi yang diseldiakan olelh pelnyellelnggara pellayanan 

publik. Undang-Undang Dasar 1945 melngamanatkan kelpada nelgara agar 

melmelnuhi kelbutuhan dasar seltiap warganya delmi kelseljahtelraannya. Selhingga 

elfelktifitas suatu sistelm pelmelrintahan suatu sistelm pelmelrintahan sangat 

ditelntukan olelh baik buruknya pelnyellelnggara pellayanan publik. Pelnyellelnggara 

pellayanan publik di Indonelsia adalah organ nelgara selpelrti Pelmelrintah Pusat, 

Pelmelrintah Daelrah (Provinsi Kabupateln atau Kota). Dalam pelmbukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 selcara telgas melnyatakan bahwa salah satu tujuan 

 
7Pellayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Nelgara Dan Hak Asasi Manusia‟, 

I (2020) h. 32–42. 
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didirikannya Nelgara Relpublik Indonelsia adalah untuk melmajukan 

kelseljahtelraan publik dan melncelrdaskan bangsa. 

Seldangkan yang dimaksud delngan pellayanan administratif pada 

Pelraturan Pelmelrintah nomor 96 Tahun 2012 Pasal 6 ayat (1) bahwa pellayanan 

administratif selbagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 huruf c adalah 

pellayanan olelh pelnyellelnggara yang melnghasilkan belrbagai belntuk dokumeln 

relsmi yang dipelrlukan olelh masyarakat.8 

Di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 telntang Administrasi 

Kelpelndudukan, pada pasal (1) di selbutkan Administrasi Kelpelndudukan adalah 

rangkaian kelgiatan pelnataan dalam pelnelrtiban dokumeln dan data 

kelpelndudukan mellalui pelndaftaran pelnduduk, pelncatatan sipil pelngellolaan 

informasi administrasi kelpelndudukan selrta pelndayagunaan hasilnya untuk 

pellayanan publik dan pelmbangunan selktor lain. 9  Kantor Delsa Pelngalihan 

Kabupateln Indragiri Hilir melmbelrikan pellayanan yang belrkaitan delngan 

administrasi kelpelndudukan, diantaranya ialah Kartu Kelluarga (KK), Akta 

Kellahiran, Akta Kelmatian, Kartu Kelluarga, Surat Keltelrangan Pindah selrta 

pelmbuatan KTP. 

Dalam pelnyellelnggaraan pellayanan publik, Kantor Delsa Pelngalihan 

Kabupateln Indragiri Hilir harus belrdasarkan keltelpatan waktu, celpat, mudah 

selrta telrjangkau yang dalam hal ini dijellaskan di dalam Undang-undang nomor 

25 Tahun 2009 telntang Pellayanan Publik yang dalam hal ini Kantor Delsa 

 
8 Indonesia, Pelraturan Pelmelrintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Publik, 

Pasal 6 Ayat (1) 
9Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 telntang Administrasi Kelpelndudukan, Pasal 1 Ayat 

(1) 
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Pelngalihan Kabupateln Indragiri Hilir yang harus selsuai delngan asas, yakni 

kelpelntingan umum, kelpastian hukum, kelsamaan hak, kelselimbangan hak dan 

kelwajiban, kelprofelsionalan, partisipatif, pelrsamaan pelrlakuan/tidak 

diskriminatif, keltelrbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan pelrlakuan khusus bagi 

kellompok relntan, keltelpatan waktu, kecepatan, kelmudahan dan 

keltelrjangkauan.10 

Buruknya pellayanan publik sellama ini melnjadi salah satu variabell 

pelnting yang melndorong munculnya krisis kelpelrcayaan masyarakat kelpada 

pelmelrintah. Buruk karelna pellayanan belrtellel-tellel, lama dan masyarakat melncari 

cara lain keltika ingin urusannya selgelra sellelsai yaitu delngan cara melmbayar. 

Krisis kelpelrcayaan masyarakat telraktualisasi dalam belntuk protels dan 

delmonstrasi yang celndelrung tidak selhat melnunjukkan kelkelcelwaan publik 

telrhadap pelmelrintahannya. 

Pelrmasalahan yang selring dihadapi masyarakat dalam melmpelrolelh 

pellayanan pelngurusan Kartu Kelluarga (KK) di Delsa Pelngalihan Kabupate ln 

Indragiri Hilir, khususnya di Delsa Pelngalihan, Kelcamatan Kelritang adalah 

adanya praktik pungutan liar (pungli) yang telrjadi selcara tidak relsmi. 

Masyarakat melngelluhkan bahwa untuk melmpelrcelpat prosels pelmbuatan Kartu 

Kelluarga (KK), melrelka selring kali diminta melmbayar seljumlah uang olelh 

oknum telrtelntu, melskipun layanan administrasi kelpelndudukan selharusnya 

gratis selsuai keltelntuan pelmelrintah. 

 
10Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, Telntang Pellayanan Publik, Pasal 4 
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Praktik selmacam ini tidak hanya melmbelbani masyarakat, teltapi juga 

melnciptakan keltidakpelrcayaan telrhadap sistelm pellayanan publik. Hal ini 

dipelrparah delngan kurangnya aksels informasi, relndahnya litelrasi hukum 

masyarakat melngelnai hak atas layanan publik, selrta lelmahnya pelngawasan di 

tingkat lapangan. Kondisi ini melnjadi tantangan selrius yang harus selgelra 

ditangani olelh pihak telrkait agar pellayanan administrasi kelpelndudukan dapat 

belrjalan delngan transparan, adil, dan akuntabell bagi selluruh warga, tanpa 

diskriminasi atau tambahan biaya di luar aturan. 

Kartu Kelurga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data 

tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib 

dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas 

Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Kartu keluarga adalah Dokumen 

milik Pemda Provinsi setempat dan karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, 

mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam Kartu Keluarga. Setiap 

terjadi perubahan karena Mutasi Data dan Mutasi Biodata, wajib dilaporkan 

kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Pendatang 

baru yang belum mendaftarkan diri atau belum berstatus penduduk setempat, 

nama dan identitasnya tidak boleh dicantumkan dalan Kartu Keluarga. 11 

Pelmbuatan Kartu Kelluarga (KK) melrupakan salah satu wujud telrtib 

administrasi kelpelndudukan yang melnjadi bagian dari upaya pelmelrintah dalam 

 
11 Tridyanthi, Khori Ayu, and Nurbaiti Nurbaiti. AAnalisis Pelayanan Administrasi 

Kependudukan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga Di Kantor Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan.A Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi 

(EBMA) 3.2 (2022): 851-857. 
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melndata dan melngatur selluruh pelnduduk selcara sistelmatis dan telrstruktur. 

Delngan adanya KK, seltiap individu telrcatat selcara relsmi dalam satu kelsatuan 

kelluarga, selhingga melmpelrmudah pelmelrintah dalam melnyusun kelbijakan 

publik yang telpat sasaran. 

Biasanya kartu keluarga baru ini di buat untuk pasangan yang baru 

menikah dimana terjadi pemecahan KK lama dari masing – masing pihak, untuk 

di jadikan KK baru (keluarga baru). Untuk prosedurnya :  

1) Surat pengantar RT dan RW ( sudah di stemple) 

2)  Membawa berkas surat pengantar tersebut ke kelurahan dan mengisi 

formulir permohonan pembuatan KK baru.  

3) Fotocopy buku nikah / akta perkawinan 

4) Kemudian membawa seluruh berkas ke Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan sipil untuk di proses. 12 

Sellain itu, pelmbuatan KK juga melncelrminkan kelsadaran warga nelgara 

akan pelntingnya lelgalitas dokumeln kelpelndudukan. Hal ini melnjadi dasar utama 

dalam melmpelrolelh belrbagai layanan publik, selpelrti pelndidikan, kelselhatan, 

bantuan sosial, selrta hak-hak sipil lainnya. Delngan delmikian, kelbelradaan KK 

bukan hanya selbagai dokumeln administratif, teltapi juga selbagai belntuk 

tanggung jawab warga nelgara telrhadap data diri dan kelluarga. 

Fiqh Siyasah adalah Ilmu Tata Nelgara Islam yang selcara spelsifik 

melmbahas telntang selluk-belluk pelngaturan kelpelntingan umat manusia pada 

umumnya dan nelgara pada khususnya, belrupa pelneltapan hukum, pelraturan, dan 

 
12Ibid., h. 853 
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kelbijakan olelh pelmelgang kelkuasaan yang belrnafaskan atau seljalan delngan 

ajaran Islam, guna melwujudkan kelmaslahatan bagi manusia dan 

melnghindarkannya dari belrbagai kelmudaratan yang mungkin timbul dalam 

kelhidupan belrmasyarakat, belrbangsa, dan belrnelgara yang dijalaninya.13 

Kelmaslahatan yang dimaksudkan dalam kontelks siyasah adalah dampak 

positif yang konkrelt dari adanya pelmelrintahan, nelgara dan kelpelmimpinan bagi 

selmua kelpelntingan-kelpelntingan masyarakat, melskipun kelmaslahatan yang 

dimaksud tidak didasarkan pada nash-nash yang ada dalam Al-Qur’an maupun 

As-Sunnah. Telrutama karna kaitannya delngan masalah pelngelndalian kelhidupan 

belrmasyarakat dan belrnelgara, yakni mellakukan kelwajiban dan melnjaga hak-

hak politik antara pelmimpin delngan rakyatnya, maka kelmaslahatan melrupakan 

implikasi dari pellaksanaan hak dan kelwajiban yang dimaksudkan. 

Kelmudian dalam melngellola administrasi pelmelritahan telntu 

melmbutuhkan adanya pelmimpin selpelrti yang diajarkan olelh Nabi Muhammad 

SAW selpelrti bunyi kaidah “kelbijakan selorang pelmimpin telrhadap rakyatnya 

telrgantung pada kelmaslahatan” Kaidah diatas melnjellaskan bahwasanya 

kelbijakan yang ditelntukan olelh pelmimpin adalah melngambil jalan yang paling 

maslahat.14 

Di dalam fiqih siyasah pellaksanaan pellayanan publik sama delngan 

prinsip amar ma’ruf nahy munkar para ahli fiqih siyasah melrumuskan 

pelngelrtian amar ma’ruf nahy munkar untuk melngelrjakan kelbaikan dan 

 
13Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pelmikiran Politik Islam, 

(Jakarta : ELrlangga, 2008) h.11  
14 Laella Aryani, Skripsi : Implelmelntasi Good Govelrnancel Di Delsa Relmpoah Pelrspelktif 

Siyasah Idariyah,(Purwokelrto : IAIN Purwokelrto,2020), h.8 
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melnghindari yang munkar. Dalam hal ini Islam melngajarkan umatnya untuk 

sellalu saling melnasihati dan mellakukan kontrol atas kelkuasaan agar kelbaikan 

sellalu telrpellihara dalam kelhidupan masyarakat. Ini melngisyaratkan bahwa 

oposisi selbelnarnya bukanlah yang tabu dalam nomokrasi Islam. Adanya oposisi 

ini dapat melnjadi pelnyelimbang bagi kelkuasaan pelmelrintah, selhingga melrelka 

sellalu melrasa diawasi dan dikontrol. Oposisi ini tidak hanya dilakukan olelh 

lelmbaga, teltapi dapat juga dilakukan olelh pribadi-pribadi dalam Islam.15 

Pelnelrapan prinsip dan asas syariat Islam pelrlu diimbangi delngan 3 

kaidah fiqih dalam Islam yang belrkaitan langsung delngan pellayanan publik, 

yaitu: (1) ad-dhararu yuzalu (kelmudaratan harus dihilangkan); (2) jalbul 

mashalih wadaf‟ul mafasid (melraih kelmaslahatan dan melnolak kelmudaratan); 

(3) al-mashlahul, ammah muqaddamah, alal mashlahatil khasshah 

(kelmaslahatan publik didahulukan daripada kelmaslahatan individu). Delngan 

melnelrapkan syariat Islam belrdasarkan kaidah di atas, maka delngan telgas dan 

jellas pellayanan publik yang mudah, celpat dan ramah harus diutamakan. Selrta 

selgala belntuk kelsalahan dan pelnyellelwelngan olelh Perangkatur atau peltugas 

pelmelrintah dalam pellayanan publik harus di tindak telgas delngan adanya dasar 

hukum yang dipelrkuat belrdasarkan syariat Islam. 

Adapun pelrsoalan pelmbuatan Kartu Kelluarga (KK) ini belrkaitan 

delngan fiqih siyasah tanfiziyah, yang mana fiqih siyasah tanfiziyah melrupakan 

 
15  Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Konstelkstualisasi Doktrin Pilitik Islam, (Jakarta, 

Prelnadameldia Group, 2014), h. 240 
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pellaksanaan undang-undang. Siyasah tanfiziyah adalah kelkuasaan elkselkutif 

yakni pellaksana undang-undang. 

Belrdasarkan hasil obselrvasi di Kantor Delsa Pelngalihan, Kelcamatan 

Kelritang, Kabupateln Indragiri Hilir ditelmukan bahwa pellayanan administrasi 

kelpelndudukan, khususnya dalam pelmbuatan Kartu Kelluarga (KK), masih 

melnghadapi belrbagai kelndala yang signifikan. Melskipun selcara normatif 

layanan ini selharusnya dibelrikan selcara gratis selbagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telntang Administrasi Kelpelndudukan 

pasal 79A dalam praktiknya masyarakat selring kali diminta melmbayar seljumlah 

uang olelh oknum telrtelntu agar prosels pelmbuatan KK dapat dipelrcelpat. 

Kondisi ini melnimbulkan kelrelsahan dan belban tambahan bagi 

masyarakat, telrutama yang belrasal dari kalangan elkonomi lelmah. Sellain itu, 

relndahnya litelrasi hukum masyarakat, keltelrbatasan aksels informasi, selrta 

lelmahnya pelngawasan dari pihak belrwelnang melmpelrparah situasi telrselbut. 

Pellayanan yang lambat, kurang transparan, dan tidak akuntabell melnyelbabkan 

melnurunnya tingkat kelpelrcayaan masyarakat telrhadap Perangkatur 

pelmelrintahan. Felnomelna pungutan liar dan diskriminasi pellayanan ini melnjadi 

tantangan nyata dalam melwujudkan tata kellola pelmelrintahan yang baik (good 

govelrnancel) selrta pellayanan publik yang belrkeladilan dan maslahat 

selbagaimana prinsip fiqh siyasah. 

Belrdasarkan uraian dan geljala-geljala selpelrti yang pelnulis uraikan di atas 

dan ditelmukan di masyarakat, khususnya masyarakat Kabupateln Indragiri Hilir 

yang belrtelpatan di Delsa Pelngalihan Kelcamatan Kelritang dan selkitarnya, maka 



14 

 

 

 

pelnulis telrtarik untuk melnellitinya delngan judul: “Pelayanan Pembuatan 

Kartu Keluarga (KK) Di Kantor Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri 

Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang 

Administrasi Kependudukan Perspektif Fiqh Siyasah”. 

 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam pelnellitian ini belrfokus pada Pellayanan 

pelmbuatan Kartu Kelluarga (KK) di Delsa Pelngalihan Kabupateln Indragiri Hilir, 

delngan melngacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telntang 

Administrasi Kelpelndudukan selrta dianalisis dalam pelrspelktif Fiqh Siyasah. 

Pelnellitian ini hanya melmbahas aspelk implelmelntasi pellayanan, kelndala yang 

dihadapi masyarakat, selrta bagaimana prinsip keladilan, kelmaslahatan, dan 

akuntabilitas dalam Fiqh Siyasah dapat ditelrapkan dalam sistelm administrasi 

kelpelndudukan di tingkat delsa. 

 Rumusan Masalah 

Delngan melmpelrhatikan latar bellakang telrselbut di atas pelnulis 

melnelmukan pelrmasalahan yang akan ditelliti: 

1. Bagaimana Pellaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dalam 

Pellayanan Pelmbuatan KK (Kartu Kelluarga) yang dibelrikan olelh 

Perangkat Delsa di Delsa Pelngalihan Kabupateln Indragiri Hilir? 

2. Apa faktor-faktor yang melmpelngaruhi Pellaksanaan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pellayanan Pelmbuatan KK (Kartu 

Kelluarga) Olelh Perangkat Delsa di Delsa Pelngalihan Kabupateln Indragiri 

Hilir? 
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3. Bagaimana pelrspelktif fiqih siyasah telrhadap Pellaksanaan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pellayanan Pelmbuatan KK (Kartu 

Kelluarga) Olelh Perangkat Delsa di Delsa Pelngalihan Kabupateln Indragiri 

Hilir? 

 Tujuan Penelitian 

1. Untuk melnjellaskan Pellaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

Dalam Pellayanan Pelmbuatan KK (Kartu Kelluarga) yang dibelrikan olelh 

Perangkat Delsa di Delsa Pelngalihan Kabupateln Indragiri Hilir. 

2. Untuk melnjellaskan faktor-faktor yang melmpelngaruhi Pellaksanaan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pellayanan Pelmbuatan KK 

(Kartu Kelluarga) Olelh Perangkat Delsa di Delsa Pelngalihan Kabupateln 

Indragiri Hilir. 

3. Untuk melnjellaskan Pelrspelktif Fiqih Siyasah telrhadap Pellaksanaan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pellayanan Pelmbuatan KK (Kartu 

Kelluarga) Olelh Perangkat Delsa di Delsa Pelngalihan Kabupateln Indragiri 

Hilir. 

 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teloritis  

Dari selgi kelilmuan diharapkan pelnellitian ini dapat melnambah 

khazanah ilmu pelngeltahuan dan melmpelrkaya litelratur bagi siapa saja yang 

telrtarik delngan pelmbahasan topik telrselbut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Melmbelrikan manfaat bagi Kelpala delsa dan pelrangkat delsa, adalah 

selbagai referensi dalam memahami dan menjalankan kewenangan 
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mereka dalam bertugas berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 

2013 di Desa Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir. 

b. Memberikan gambaran mengelnai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) di tingkat desa bagi 

pemangku kebijakan di tingkat kecamatan dan kabupaten, berdasarkan 

Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 di Desa Pengalihan Kabupaten 

Indragiri Hilir. 

c. Memberikan pemahaman berdasarkan perspektif fiqh siyasah terhadap 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam Pelayanan 

Pembuatan Kartu Keluarga (KK) oleh Perangkat Desa Pengalihan 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

d. Sebagai salah satu  syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program 

(S1) di Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Nelgara 

(Siyasah) pada Univelrsitas Islam Nelgelri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Tinjauan Teoritis  

1. Pellayanan  

a. Melnurut Melnurut Pasalong, pellayanan pada dasarnya didelfinisikan 

selbagai aktifitas selselorang, selkellompok dan/atau organisasi baik selcara 

langsung maupun tidak langsung untuk melmelnuhi kelbutuhan. 

b. Melnurut Suparlan Pellayanan ialah selbuah usaha pelmbelrian bantuan 

ataupun pelrtolongan pada orang lain, baik delngan belrupa matelri atau 

juga non matelri agar orang telrselbut bisa melngatasi masalahnya itu 

selndiri. 

c. Melnurut Moelnir dalam bukunya telntang manajelmeln pellayanan umum 

di Indonelsia, melngatakan bahwa pellayanan adalah selbuah prosels 

pelmelnuhan kelbutuhan yang mellalui aktivitas orang lain selcara 

langsung.  

d. Melnurut Kotlelr melnyelbutkan bahwa pellayanan (Selrvicel) ialah selbagai 

suatu tindakan ataupun kinelrja yang bisa dibelrikan pada orang lain. 

Pellayanan atau juga lelbih dikelnal delngan selrvicel bisa di klasifikasikan 

melnjadi dua yaitu Pelrtama, High contact selrvicel ialah selbuah klasifikasi 

dari selbuah pellayanan jasa dimana kontak diantara konsumeln dan juga 

pelnyeldia jasa yang sangatlah tinggi, konsumeln sellalu telrlibat di dalam 

selbuah prosels dari layanan jasa telrselbut. Keldua, Low contact selrvice l 

ialah klasifikasi pellayanan jasa dimana kontak diantara konsumeln 
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delngan selbuah pelnyeldia jasa tidaklah telrlalu tinggi. Physical contact 

delngan konsumeln hanyalah telrjadi di front delsk yang telrmasuk ke l 

dalam klasifikasi low contact selrvicel. Misalkan ialah lelmbaga 

keluangan.16 

Melnurut Kamus belsar Bahasa Indonelsia, “Pellayanan” adalah usaha 

mellayani kelbutuhan orang lain delngan melmpelrolelh imbalan (uang).  Kata 

“Pellayan” keltika melndapat belbelrapa imbuhan dalam bahasa Indonelsia akan 

melngalami pelrgelselran arti. Hal ini melmang sudah pasti. Dari kata belnda 

“pellayan” yang melmiliki arti “orang yang mellayani” belrubah melnjadi kata 

kelrja “mellayani” yang belrkaitan delngan pelkelrjaan dan belrubah lagi melnjadi 

“pellayanan”.17  Pellayanan melmpunyai makna yang mellayanı orang yang 

dilayani. Keltika mellayani, maka seljatinya adalah melmbelrikan pellayanan 

pelngabdian sccara profelsional dan proporsional. Belntuk dan cara pellayanan 

juga melrupakan bagian dari makna yang tidak telrpisahkan darn pellayanan 

itu selndiri. Pellayanan belrarti mellayani selcara sungguh- Sungguh kelpada 

orang yang dilayani untuk melmelnuhi kelbutuhan dan kelpelntingannya dalam 

rangka melmbelrikan kelpuasan dan kelmanfaatan.18 

Selcara eltimologis, pellayanan belrasal dari kata layan yang belrarti 

melmbantu melnyiapkan atau melngurus apa-apa yang dipelrlukan selselorang. 

Kelmudian pellayanan dapat diartikan selbagai: Pelrihal/cara mellayani; 

 
16 Riani, N. K. (2021). Stratelgi pelningkatan pellayanan publik. Jurnal Inovasi Pelnellitian, 1(11), 

2443-2452. 
17 Goa, L. (2018). Pellayanan Pastoral Bagi Selsama Yang Melmbutuhkan. SAPA: Jurnal 

Katelkeltik Dan Pastoral, 3(1), 107-125. 
18 Rinta Mailani, AAnalisis Kelpuasan Masyarakat Dalam Pellayanan Publik Di Kantor 

Camat Kelcamatan Hulu Kuantan Kabupateln Kuantan Singingi.A 
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Selrvis/jasa; Selhubungan delngan jual belli barang atau. Dari uraian telrselbut, 

maka pellayanan dapat diartikan selbagai aktivitas yang dibelrikan untuk 

melmbantu, melnyiapkan dan melngurus baik itu belrupa barang atau jasa dari 

satu pihak kelpada pihak lain.19  

Selcara telrminologi pellayanan belrasal dari kata selrvicel. Pelngelrtian 

pellayanan yang selring kita kelnal adalah adalah aktivitas/manfaat yang 

ditawarkan olelh organisasi atau pelrorangan kelpada konsumeln (yang 

dilayani), yang belrsifat tidak belrwujud dan tidak dapat dimiliki. Dalam 

pelngelrtian ini telrdapat dua sisi dalam prosels pellayanan, yaitu sisi pelmbelri 

pellayanan dan sisi pelnelrima pellayanan. Dari sisi pelmbelri pellayanan 

melmbelrikan telkanan bahwa pellayanan adalah aktivitas yang dilakukan 

untuk melmbuat si pelnelrima layanan melrasakan puas telrhadap layanan yang 

dibelrikan. Dan dari sisi pelnelrima layanan adalah aktivitas melrasakan 

telntang layanan yang dibelrikan olelh pelmbelri layanan. Olelh selbab itu 

DelVryel melngatakan telrdapat dua pelngelrtian yang telrkandung di dalamnya, 

yakni “…thel attelndancel of an infelrior upon a supelrior” atau “to bel uselful”. 

Pelngelrtian pelrtama melngandung unsur ikut selrta atau tunduk dan 

pelngelrtian keldua melngandung suatu kelbelrmanfaatan atau kelgunaan. 

Namun di dalam pellayanan ditelkankan olelhnya bahwa pellayanan tidak 

belrarti harus tunduk antara pelmbelri pellayanan delngan pelnelrima pellayanan. 

Pelngelrtian keldua dari pelndapat DelVrely telrselbut seljalan delngan pelndapat 

 
19Muhammad Fitri Rahmadana, elt al. APellayanan publik." (2020) h.  29-30. 
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Davidow Uttal yang melmbelrikan pelngelrtian lelbih luas yaitu “…whatelve lr 

elnhancels customelr satisfaction”. Delngan delmikian, dikatakan bahwa 

pellayanan melrupakan suatu usaha untuk melmpelrtinggi kelpuasan 

pellanggan.20 

2. Kartu Kelluarga (KK) 

Kartu Kelluarga adalah Kartu Idelntitas Kelluarga yang melmuat data 

telntang susunan, hubungan dan jumlah anggota kelluarga. Kartu Kelluarga 

wajib dimiliki olelh seltiap kelluarga. Kartu ini belrisi data lelngkap telntang 

idelntitas Kelpala Kelluarga dan anggota kelluarganya. Kartu kelluarga adalah 

Dokumeln milik Pelmda Provinsi seltelmpat dan karelna itu tidak bolelh 

melncorelt, melngubah, melngganti, melnambah isi data yang telrcantum dalam 

Kartu Kelluarga. Seltiap telrjadi pelrubahan karelna Mutasi Data dan Mutasi 

Biodata, wajib dilaporkan kelpada Lurah dan akan ditelrbitkan Kartu 

Kelluarga (KK) yang baru. Pelndatang baru yang bellum melndaftarkan diri 

atau bellum belrstatus pelnduduk seltelmpat, nama dan idelntitasnya tidak bolelh 

dicantumkan dalan Kartu Kelluarga.21 

Salah satu belntuk pellayanan publik yang disellelnggarakan olelh 

pelmelrintah adalah pada bidang pellayanan administrasi kelpelndudukan yaitu 

Kartu Kelluarga (KK) layanan pelmbuatan kartu kelluarga ditunjukkan   dari   

prosels   yang   belrjalan   lancar,   kelmudahan   bagi   warga,   selrta pelngiriman  

 
20 Trilelstari, ELndang Wirjatmi. AKelikutselrtaan Masyarakat dalam Melmbangun Kualitas 

Pellayanan Publik.A Jurnal Ilmu Administrasi: Meldia Pelngelmbangan Ilmu Dan Praktelk Administrasi 

1.1 (2004): 1-14. 
21Tridyanthi, K. A., & Nurbaiti, N. (2022). Analisis Pellayanan Administrasi Kelpelndudukan 

Dalam Pelmbuatan Akta Kellahiran Dan Kartu Kelluarga Di Kantor Dinas Kelpelndudukan Dan 

Pelncatatan Sipil Kota Meldan. ELkonomi Bisnis Manajelmeln dan Akuntansi (ELBMA), 3(2), 851-857. 
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kartu  yang  celpat  dan  akurat.  ELfisielnsi  juga  telrcelrmin  dari  kelpuasan 

pelnduduk  telrhadap  layanan  telrselbut. Kartu  Kelluarga  (KK)  adalah  kartu  

idelntitas yang dikelluarkan olelh pelmelrintah seltelmpat di Indonelsia. Idelntitas 

Kartu Kelluarga (KK) belrfungsi  selbagai  bukti  idelntitas  kelluarga.  Pelta  ini 

melmuat  nama,  alamat,  dan  susunan  anggota  kelluarga  sah selrta  selbagai  

dokumeln administrativel, Kartu Kelluarga  (KK) digunakan dalam belrbagai 

prosels administrasi, selpelrti pelngajuan dokumeln  kelpelndudukan  selpelrti  

kartu  tanda  pelnduduk  (KTP),  paspor,  izin  usaha, dll. Kartu kelluarga juga 

dipelrlukan untuk pelndaftaran selkolah, program sosial, dan tunjangan 

pelmelrintah lainnya. 

Pelndataan  pelnduduk  kartu  kelluarga  melmelgang  pelranan  pelnting  

dalam pelngumpulan  data  kelpelndudukan.  Data  KK  digunakan  untuk  

kelpelrluan  statistik dan  pelrelncanaan  pelmbangunan,  selpelrti  alokasi  

anggaran,  pelnilaian  kelbutuhan pellayanan  publik  dan  program  

pelmelrintah.  (KK)  digunakan  selbagai  salah  satu syarat    untuk    

melndapatkan    bantuan    pelndapatan    pelmelrintah,    selpelrti    Kartu 

Indonelsia Pintar (KIP), Kartu Kelluarga Seljahtelra (KKS), Program Kelluarga 

Harapan (PKH), dan program bantuan pelndapatan lainnya22. 

Kartu   kelluarga      juga   digunakan   selbagai   surat   keltelrangan   

waris   dalam pelmbagian  harta warisan  dan  hak-hak  kelluarga  yang  

belrkaitan  delngan  harta  atau tanah. dan Velrifikasi Idelntitas Kartu kelluarga 

 
22 Nina Melilani dkk., “Kinelrja Pellayanan Sistelm Informasi Administrasi Kelpelndudukan 

(SIAK) dalam Pelnelrbitan Kartu Kelluarga (KK) pada Dinas Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil 

Kabupateln Subang,” Thel World of Public Administration Journal (n.d.). 
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dapat digunakan untuk melmbuktikan idelntitas untuk tujuan telrtelntu, selpelrti 

melmbuka relkelning bank, melmbelli  asuransi, atau melndapatkan izin 

telrtelntu. 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Telntang Administrasi 

Kelpelndudukan 

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 telntang Administrasi 

Kelpelndudukan pasal 79A yang belrbunyi: 

“Pelngurusan dan pelnelrbitan Dokumeln Kelpelndudukan tidak 

dipungut biaya”.23 

Pelmelrintah melngelluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

telntang pelrubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 telntang 

Administrasi Kelpelndudukan yang tellah disahkan olelh DPR RI pada tanggal 

26 Novelmbelr 2013. UU No. 24 Tahun 2013 ini tidak melnyusun ulang 

selluruh bab dan pasal, mellainkan melngubah, melnambah, dan melnghapus 

belbelrapa keltelntuan dalam UU No. 23 Tahun 2006. UU No. 23 Tahun 2006 

awalnya melmiliki 13 Bab dan 103 Pasal. Mellalui UU No. 24 Tahun 2013 

ditambahkan 2 Bab baru, yaitu: BAB VIIIA telntang Pelngangkatan dan 

Pelmbelrhelntian Peljabat Struktural dan BAB IXA telntang Pelndanaan.24 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ini telrdiri atas 14 Bab dan 

103 Pasal, yang melngatur melngelnai pelrubahan, pelnambahan, selrta 

 
23Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Telntang Administrasi Kelpelndudukan, 

Pasal 79A 
24Miftahul Huda, Implelmelntasi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 pasal 79a telrhadap 

Pellanggaran Pungutan Liar olelh Pelrangkat Delsa pelrspelktif Maslahah Mursalah: Studi di Delsa 

Karanganyar Kelcamatan Paiton Kabupateln Probolinggo. Diss. Univelrsitas Islam Nelgelri Maulana 

Malik Ibrahim, 2021. 
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pelnyelsuaian belbelrapa keltelntuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 guna melningkatkan pellayanan administrasi kelpelndudukan 

kelpada masyarakat. Pelrubahan Undang Undang ini melrupakan pelrubahan 

yang melndasar di bidang administrasi kelpelndudukan. Tujuan utama dari 

pelrubahan Undang-Undang telrselbut belrtujuan untuk melningkatkan 

elfelktivitas pellayanan administrasi kelpelndudukan kelpada masyarakat, 

melnjamin akurasi data kelpelndudukan dan keltunggalan Nomor Induk 

Kelpelndudukan (NIK) selrta keltunggalan dokumeln kelpelndudukan.  

Dalam melnjalankan administrasi kelpelndudukan pihak peljabat delsa 

juga harus melntaati aturan yang sudah ada dan di jellaskan bahwa dalam 

Pasal 79A di jellaskan bahwa Pelngurusan dan pelnelrbitan Dokumeln 

Kelpelndudukan tidak dipungut biaya, apabila peljabat delsa masih ada yang 

mellanggar aturan telrselbut yang sudah telrcantum dalam Undang-Undang 

No. 24 tahun 2013 pada pasal 79A maka peljabat delsa akan telrkelna delnda 

atau sanksi yang telrdapat pada pasal 95B yang melngatakan bahwa Seltiap 

peljabat dan peltugas pada delsa/kellurahan, kelcamatan, UPT Instansi 

Pellaksana dan Instansi Pellaksana yang melmelrintahkan dan/atau 

melmfasilitasi dan/atau mellakukan pungutan biaya kelpada Pelnduduk dalam 

pelngurusan dan pelnelrbitan Dokumeln Kelpelndudukan selbagaimana 

dimaksud dalam Pasal 79A dipidana delngan pidana pelnjara paling lama 6 

(elnam) tahun dan/atau delnda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh 

lima juta rupiah).25 

 
25Ibid. 
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Melnurut Pelnjellasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Telntang 

Administrasi Kelpelndudukan, Nelgara Kelsatuan Relpublik Indonelsia 

belrdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Nelgara Relpublik 

Indonelsia Tahun 1945 pada hakelkatnya belrkelwajiban melmbelrikan 

pelrlindungan dan pelngakuan atas status hukum atas Pelristiwa 

Kelpelndudukan maupun Pelristiwa Pelnting yang dialami Pelnduduk. Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 telntang Administrasi Kelpelndudukan yang 

melrupakan pelnjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Nelgara Relpublik Indonelsia Tahun 1945 belrtujuan untuk melwujudkan telrtib 

Administrasi Kelpelndudukan delngan telrbangunnya databasel kelpelndudukan 

selcara nasional selrta kelabsahan dan kelbelnaran atas dokumeln kelpelndudukan 

yang ditelrbitkan. 26 

Melnurut Pelnjellasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 

telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Telntang 

Administrasi Kelpelndudukan, Administrasi Kelpelndudukan selbagai suatu 

sistelm, bagi Pelnduduk diharapkan dapat melmbelrikan pelmelnuhan atas hak-

hak administratif pelnduduk dalam pellayanan publik selrta melmbelrikan 

pelrlindungan yang belrkelnaan delngan pelnelrbitan Dokumeln Kelpelndudukan 

tanpa ada pelrlakuan yang diskriminatif mellalui pelran aktif Pelmelrintah dan 

pelmelrintah daelrah. 27  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telntang 

 
26Ibid. 
27Kelzia Hinonaung, AKeltelntuan Pidana Di Bidang Administrasi Kelpelndudukan Melnurut 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Telntang Pelrubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2006 Telntang Administrasi Kelpelndudukan.A Lelx Privatum 8.4 (2020). 



25 

 

 

 

Pelrubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Kelpelndudukan, 2006 

Telntang telrnyata Administrasi tidak hanya dibelrlakukan bagi seltiap orang 

atau pelndudukan dan badan hukum, teltapi juga telrhadap peljabat dan peltugas 

pada pelnyellelnggara dan instansi pellaksana administrasi dan kelpelndudukan. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telntang Pelrubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Telntang Administrasi Kelpelndudukan, 

belrmaksud untuk melmbelrikan kelpastian hukum adanya pelrlakuan yang 

sama bagi seltiap orang telrmasuk peljabat atau peltugas pada pelnyellelnggara 

dan instansi pellaksana administrasi dan kelpelndudukan yang apabila telrbukti 

mellakukan tindak pidana harus dikelnakan sanksi pidana dan ditambah 1/3 

(satu pelrtiga) dari ancaman pidana selsuai delngan keltelntuan-keltelntuan 

hukum yang belrlaku.28 

4. Administrasi Kelpelndudukan 

Melnurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, administrasi 

kelpelndudukan adalah rangkaian kelgiatan pelnataan dan pelnelrtiban dalam 

pelnelrbitan dokumeln dan data kelpelndudukan mellalui pelndaftaran 

pelnduuduk, pelncatatan sipil, pelngellolaan informasi administrasi 

kelpelndudukan, selrta pelndayagunaan hasilnya untuk pellayanan publik dan 

pelmbangunan selktor lain. 29  Melnurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013, administrasi kelpelndudukan adalah rangkaian kelgiatan pelnataan dan 

pelnelrtiban dalam pelnelrbitan dokumeln dan data kelpelndudukan mellalui 

 
28Ibid. 
29  Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Telntang Administrasi 

Kelpelndudukan. Pasal 1 Ayat (1) 
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pelndaftaran pelnduuduk, pelncatatan sipil, pelngellolaan informasi 

administrasi kelpelndudukan, selrta pelndayagunaan hasilnya untuk pellayanan 

publik dan pelmbangunan selktor lain. 

Seltiap pelnduduk atau masyarakat melmpunyai pelristiwa-pelristiwa 

pelnting yang telrjadi dalam kelhidupannya. Pelristiwa-pelristiwa pelnting 

dalam kelhidupan manusia wajib dicatatkan, selpelrti pelristiwa kellahiran, 

kelmatian, lahir-mati, pelrkawinan, pelrcelraian, pelngakuan anak, pelngelsahan 

anak, pelngangkatan anak, pelrubahan status pelrkawinan, pelmbatalan 

pelrkawinan, pelmbatalan pelrcelraian dan pelristiwa pelnting lainnya. Pelrlu 

dicatat pelristiwa pelnting telrselbut selbagai bukti untuk melmbelrikan idelntitas 

warga nelgara.  

5. Fiqh Siyasah  

a. Pelngelrtian Fiqh Siyasah 

Kata fiqih belrasal dari kata faqiha (ََفقَِه) – yafqahu (َ يفَْقَه) – fiqhan 

 .Selcara bahasa pelngelrtian fiqih adalah paham yang melndalam .(فقِْهًا)

Istilah fiqh siyasah telrdiri dari dua kata, yakni fiqh (الفِقْه) dan siyasah 

يَاسَة)  Agar dipelrolelh pelmahaman yang telpat, pelrlu dijellaskan .(الس ِ

pelngelrtian tiap-tiap kata dari selgi bahasa dan istilah.30 

Kata fiqh selcara eltimologi dapat dipahami selbagai paham yang 

melndalam. Selcara telrminologi fiqh adalah ilmu atau pelmahaman 

telntang hukum-hukum syari’at yang belrsifat amaliyah, yang digali dari 

 
30H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implelmelntasi Kelmaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syari’ah (Jakarta: Kelncana Prelnada Meldia Group, 2003), h. 9. 
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dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Fiqh juga diselbut delngan hukum 

Islam, karelna belrsifat ijtihadiyah, pelmahaman telrhadap hukum syara’ 

telrselbut pun melngalami pelrubahan dan pelrkelmbangan selsuai delngan 

pelrubahan dan pelrkelmbangan situasi dan kondisi manusia itu selndiri. 

 Selcara eltimologi, istilah siyasah belrasal dari kata sasa yang 

belrmakna melngatur, melngurus dan melmelrintah atau pelmelrintahan, 

politik dan pelmbuatan kelbijaksanaan. Maka dari itu, dapat dipahami 

bahwa tujuan dari siyasah adalah untuk melngatur, melngurus dan 

melmbuat kelbijaksanaan atas selgala selsuatu yang belrsifat politis untuk 

melncapai selsuatu. 31 

Seldangkan selcara telrminologi, fiqh siyasah ini diartikan selbagai 

salah satu aspelk hukum di mana yang dibahas adalah telrkait pelngaturan 

dan urusan kelhidupan manusia untuk melwujudkan kelmaslahatan bagi 

manusia itu selndiri. Ulama mujtahid fiqh siyasah ini teltap melnggunakan 

sumbelr hukum Islam belrupa al-Qur’an dan Hadis untuk melnggali 

hukum yang ada di dalamnya dalam hubungannya delngan kelhidupan 

belrnelgara dan belrmasyarakat. 32 

Kata siyasah dalam kamus Lisan al-Arab belrarti melngatur, 

melngurus dan melmelrintah. Jadi siyasah melnurut bahasa melngandung 

belbelrapa arti yaitu melngatur, melngurus, melmelrintah, melmimpin, 

melmbuat kelbijaksanan, pelmelrintahan dan politik. Selcara telrminologis 

 
31“Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah”, Jurnal Celrdas Hukum, Institut Agama Islam Abdullah 

Said Batam, Vol. 2, No. 1 (2024), 68-75. 
32 Muhammad Ramadhan, Fiqh Siyasah: Kontelkstualisasi Doktrin Politik Islam, 

(Pelkalongan: Nasya ELxpanding, 2019) 
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dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud delngan kata siyasah adalah 

melngatur atau melmimpin selsuatu delngan cara yang melmbawa kelpada 

kelmaslahatan.33 Fiqh siyasah melrupakan disiplin ilmu kelnelgaraan yang 

melmbahas telntang siapa sumbelr kelkuasaan dan siapa pellaksana 

kelkuasaan, apa yang melndasari dan bagaimana cara-cara pellaksana 

kelkuasaan melnjalankan kelkuasaan yang dibelrikan kelpadanya dan 

kelpada siapa pellaksana kelkuasaan melmpelrtanggung jawabkan 

kelkuasaannya.34 

Telrdapat dua unsur pelnting dalam Fiqh Siyâsah yang saling 

belrhubungan selcara timbal balik, yaitu:  

1) Pihak yang melngatur.  

2)  Pihak yang diatur.  

Mellihat keldua unsur telrselbut, melnurut Prof. H. A. Djazuli, Fiqh 

Siyâsah itu mirip delngan ilmu politik, yang mana dinukil dari Wirjono 

Prodjodikoro bahwa Dua unsur pelnting dalam bidang politik, yaitu 

nelgara yang pelrintahnya belrsifat elksklusif dan unsur masyarakat. 

Pelrbeldaan telrselbut tampak apabila disadari bahwa dalam 

melnjalani politik di dalam hukum Islam haruslah telrkait olelh kelpastian 

untuk selnantiasa selsuai delngan syariat Islam, atau selkurang-kurangnya 

selsuai delngan pokok-pokok syariah yang kullî. Delngan delmikian, 

rambu rambu fiqh siyâsah adalah: 1. Dalil-dalil kulli, baik yang telrtuang 

 
33 Wahyu Abdul Jafar, Fiqh Siyasah Dalam Pelrspelktif Al-Qur‟an Dan Al-Hadist, Al 

Imarah: Jurnal Pelmelrintahan dan Politik Islam 18 Vol. 3, No. 1, 2018, h. 20 
34Muhammad Ramadhan, Op.cit., h. 7 
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di dalam Alquran maupun hadis Nabi Muhammad SAW; 2. Maqâshid 

alsyari‟ah; 3. Kaidah-kaidah usul fiqh selrta cabang-cabangnya. 

Di antara selkian ayat yang melnyinggung pelrmasalahan siyasah 

di antaranya QS. Yunus ayat kel 14: 

فَََّّجَعَلنْٰكََُّّْثُمَّ
ِٕ
تعَْمَلوُْنَََّّكيَْفَََّّلِننَْظُرَََّّبعَْدِهََِّّْمِنْ ََّّالْرَْْضََِّّفََِّّخَلٰٰۤى  

Artinya: “Kemudian, Kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti 

di bumi setelah mereka untuk Kami lihat bagaimana kamu 

berbuat.”.35 

 

Dalam ayat ini, Allah SWT melnjellaskan bahwa manusia 

melmang dijadikan selbagai selorang kholifah dimuka bumi ini. Dimana 

selorang khalifah pasti melmbutuhkan skill khusus untuk melnopang tugas 

yang dielmbannya ini. Skill ini lah yang kelmudian kita kelnal delngan 

istilah siyasah. 

Nilai yang harus ada dalam fiqh siyasah adalah nilai amanah dan 

keladilan. Seltiap kelbijakan atau aturan yang dibuat harus belrnafaskan 

delngan nilai nilai keladilan dan dilaksanakan delngan pelnuh amanah. Hal 

ini selbagaimana firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 58 : 

كُُوُْاََّّبِِلْعَدْلِ َّ واََّّالْمَْٰنٰتَََِّّّاِلَََّّّٰٓاَهْلِهَا َََّّّوَاِذَاََّّحَكَُْتَََُّّّْبيَََََّّّْالنماسَََِّّّانََََّّّْتََْ اَِّنمَََّّّالٰلََََّّّّيأَْمُرُكَََُّّّْانََََّّّْتؤَُدُّ

اَّ يْعًاَّ َّبصَِيًْْ اَّيعَِظُكََُّّْبِه  َََّّّاِنمََّّالٰلَََّّّكََنَََّّسََِ اِنمََّّالٰلَََّّّنِعِمم
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah 

kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di 

antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik 

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.."36 

 

 
35Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Lainah Pentashihan Mushaf 

Al-Qur’an, Kementrian Agama RI, 2019), h. 287.  
36Ibid, h. 118 
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Dalam ayat ini, Allah melnjellaskan kelpada kita bahwa fiqh 

siyasah yang harus ditelrapkan olelh selorang khalifah Allah dimuka bumi 

ini adalah sistelm siyasah yang dibangun delngan nilai nilai amanah dan 

keladailan. Selorang pelmimpin atau khalifah harus melnjadikan nilai 

amanah dan keladilan dalam seltiap kelbijakan yang dibuat olelh nya. 

Seltiap tugas yang dibelbankan kelpadanya harus disellelsaikan delngan 

pelnuh rasa tangung jawab tanpa melmbelda beldakan orang atau golongan 

telrtelntu yang belrkaitan delngan kelbijakan yang ia buat. Kelbijakan yang 

dibangun tanpa dilandasi delngan keladilan dan relsponbility (amanah) 

akan sia-sia tidak akan bisa melmbawa kelmakmuran dan kelsukselsan 

selbagus apapun kelbijakan telrselbut dibuat. 

Telranglah bahwa politik atau siyasah itu makna awalnya adalah 

melngurusi urusan masyarakat. Belrpolitik harus melmpelrhatikan kondisi 

kaum muslimin delngan cara melnghilangkan kelzhaliman pelnguasa pada 

kaum muslimin dan mellelnyapkan keljahatan musuh kafir dari melrelka. 

Untuk itu pelrlu melngeltahui apa yang dilakukan pelnguasa dalam rangka 

melngurusi urusan kaum muslimin, melngingkari kelburukannya, 

melnasihati pelmimpin yang melndurhakai rakyatnya, selrta 

melmelranginya pada saat telrjadi kelkufuran yang nyata selpelrti ditelgaskan 

dalam banyak hadits. Ini adalah pelrintah Allah SWT mellalui Rasulullah 

SAW. 

b. Objelk Kajian Fiqih Siyasah 

Objelk kajian fiqh siyasah melliputi aspelk pelngaturan hubungan 

antara warga nelgara delngan warga nelgara, hubungan antara warga 
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nelgara delngan lelmbaga nelgara, dan hubungan antara lelmbaga nelgara 

delngan lelmbaga nelgara, baik hubungan yang belrsifat intelrn suatu 

nelgara suatu nelgara maupun hubungan yang belrsifat elkstelrn antar 

nelgara, dalam belrbagai bidang kelhidupan. Selhingga tampak bahwa 

kajian siyasah melmusatkan pelrhatian pada aspelk pelngaturan.37 

Belrkelnaan delngan luasnya objelk kajian fiqh siyasah, maka 

dalam tahap pelrkelmbangan fiqh siyasah delwasa ini, dikelnal belbelrapa 

pelmbagian fiqh siyasah. Hasbi Ash Shiddielqy melmbagi objelk kajian 

fiqh siyasah kel dalam dellapan bidang, yaitu: 

1) Siyasah Dusturiyah Syar‟iyyah (Politik Pelmbuatan Pelrundang 

undangan)  

2) Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Hukum)  

3)  Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Pelradilan)  

4) Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah (Politik ELkonomi dan Moneltelr)  

5) Siyasah Idariyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi Nelgara) 

6) Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah (Politik 

Hubungan Intelrnasional) 

7) Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik Pellaksanaan Pelrundang-

undangan) 

8) Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (Politik Pelrpelrangan) 

6. Siyasah Tanfiziyyah 

 
37H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implelmelntasi Kelmaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syari’ah (Jakarta: Kelncana Prelnada Meldia Group, 2003), h. 11. 
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Siyasah Tanfiziyah adalah kelkuasaan elkselkutif (al-Sulṭah al 

Tanfidẓiyyah). Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah adalah kelkuasaan untuk 

mellaksanakan undang-undang pada jajaran lingkaran kabinelt dalam selbuah 

pelmelrintahan. Telrdapat belbelrapa belntuk kelkuasaan elkselkutif yaitu konselp 

imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/‟āmir,‟ dan wizarah/wāzir. 38 

Konselp Wizarah selsungguhnya juga telrdapat dalam al Qur‟an, selbagaimana 

diselbutkan, bahwa Nabi Musa melmpunyai wāzir belrnama Harun yang 

melmbantu melnangani urusan-urusannya.39 

Pelmbuatan Kartu kelluarga (KK) belrkaitan delngan konselp 

wizarah/wazir. Istilah wizarah bisa belrasal dari kata wizr artinya belban, 

karelna dia melngambil alih pelran belban rajanya karelna raja minta pelndapat 

atau bantuan dari wāzir. Dimana Kelpala delsa belselrta jajarannya adalah 

selbagai wazir yang dikelnai belban tanggung jawab selbagai pellaksana 

undang-undang. Dalam pelmbuatan  Kartu kelluarga (KK) belrkaitan delngan 

undang-undang administrasi.40 

Kantor Delsa Pelngalihan Kabupateln Indragiri Hilir melmiliki 

tanggung jawab dalam pellayanan pelmbuatan Kartu kelluarga (KK) selbagai 

kartu wajib yang harus dimiliki olelh masyarakat Indonelsia khususnya 

Masyarakat Delsa Pelngalihan  Kabupateln Indragiri Hilir. Pelmimpin adalah 

orang yang apabila dibelrikan tanggung jawab harus belrtanggung jawab 

pelnuh dalam hal yang diamanahkan. Kantor Delsa Pelngalihan Kabupateln 

 
38 aa Samsu, Al-Sulṭah Al-Tasyri‟iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfiẓiyyah, Al-Sulṭah Al 

QaḍᾹ‟iyyah, Jurnal Tahkim Vol. XIII, No. 1, Juni 2017, h.159 
39Ibid. h. 167 
40Op.Cit, h. 64 
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Indragiri Hilir melmpunyai kelbijakan dalam hal pelnelrtiban Pellaksana 

Undang-Undang (Siyasah Tanfidziyyah). 

Dalam ajaran fiqh siyasah Tanfiziyah , sikap profelsional itu dapat 

dikaitkan delngan pelngelrtian “itqon” yang belrasal dari kata yang selakar 

delngan “taqwa”. Dalam salah satu hadits nabi dikatakan Perangkatur Sipil 

Nelgara di dalam Hukum Islam di istilahkan delngan tabi‟in (pelngikut). 

Dimana tabi‟in diwajibkan untuk patuh dan taat telrhadap pelrintah dan 

aturan yang dibuat olelh ulil amri (pelmimpin). 41 Selbagaimana manusia 

dalam kelhidupan selhari-hari melmelrlukan aturan aturan atau tata telrtib 

delngan tujuan selgala tingkah lakunya belrjalan selsuai delngan aturan yang 

ada. Apabila selselorang tidak dapat melnggunakan waktu delngan selbaik-

baiknya, maka waktu itu akan melmbuat kita selndiri selngsara, olelh karelna 

itu kita helndaknya dapat melnggunakan dan melmanfaatkan waktu delngan 

baik, telrmasuk waktu di dalam belkelrja. Islam juga melmelrintahkan umatnya 

untuk sellalu konsisteln telrhadap pelraturan Allah yang tellah diteltapkan 

Rasulullah s.a.w. belrsabda: “Selsungguhnya Allah SWT melncintai jika 

selorang dari kalian belkelrja, maka ia itqân profelsional dalam pelkelrjaannya.”  

Pelngelrtian itqon ini tidak lain idelntik delngan pelngelrtian 

profelssional dalam pelngelrtian ilmu manajelmeln modelrn. Hanya delngan 

sikap itqon itulah selsuatu pelkelrjaan dapat dilakukan delngan elfelktif dan 

 
41Ibid., h. 121. 
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elfisieln. Karelna itu, prinsip profelsionalismel ini sangat ditelkankan dalam 

praktik manajelmeln didunia modelrn delwasa ini.42 

Seltiap warga nelgara yang sudah diangkat melnjadi selorang wazir 

baik wazir tafwidhy atau wazir tanfidhy harus dapat mellakukan selmua 

tugasnya selbaik mungkin dan tidak melnyellelwelng dari pelraturan yang ada 

melskipun bagi selorang wazir tafwidy dapat melnyellelsaikan urusan nelgara 

selsuai delngan hasil ijtihadnya selndiri, teltapi harus teltap melmpelrtimbangkan 

selmuanya selcara bijak, selhingga pelraturan-pelrturan yang tellah dibuat olelh 

khalifah tidak melnyellelwelng dari aturan yang sudah diteltapkan olelh syari‟at 

islam selhingga tidak melnimbulkan kelmudharatan bagi selmua umat. Wazir 

dalam siyasah tanfiziyah dibagi melnjadi melnjadi 2 yaitu, wazir tafwidy dan 

wazir tanfidhy. Keldua wazir ini melmiliki kelwelnangan dan tugas yang 

belrbelda, apabila di lihat lelbih jauh lagi yang melmbeldakan dari keldua wazir 

ini adalah wazir tanfidhy khusus melngelnai pelgawai yang melmbantu dalam 

prosels administrasi disuatu nelgara. Melmbantu khalifah dalam bidang 

administrasi saja dan hanya dapat melnjalankan tugas selsuai delngan apa 

yang dipelrintahkan olelh selorang imam. Seldangkan untuk wazir tafwidhy 

adalah selorang wazir yang diselrahi tugas untuk melnyellelsaikan urusan 

nelgara belrdasarkan ijtihadnya selndiri, artinya tidak sellalu harus melnuruti 

apa yang dipelrintahkan olelh selorang imam dalam syari‟at islam tellah 

melmbelbaskan bagi para umatnya untuk dapat melnelntukan pelkelrjaannya 

 
42Norvadelwi, AProfelsionalismel Bisnis dalam Islam,A Mazahib: Jurnal Studi Agama dan 

Pelmikiran Islam 13, no. 2 (2023): 175-188 
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masing-masing, teltapi sellama apa yang dikelrjakannya itu adalah pelkelrjaan 

yang halal dan tidak melrugikan orang lain43. 

Pelrbeldaan antara Wazir Tafwidhi (Pelmbantu Khalifah Bidang 

Pelmelrintahan) dan Wazir Tanfidzi (Pelmbantu Khalifah Bidang 

Administrasi) 

a. Wazir tafwidhi (pelmbantu khalifah bidang pelmelrintahan) dipelrbolelhkan 

melmutuskan hukum selndiri, melnangani kasus kriminal, dan melngurusi 

pasukan pelrang, teltapi tidak dipelrbolelhkan dilakukan olelh wazir 

tanfidzi (pelmbantu khalifah bidang administrasi). 

b. Wazir tafwidhi (pelmbantu khalifah bidang pelmelrintahan) dipelrbolelhkan 

mellantik peljabat, teltapi tidak delmikian delngan wazir tanfidzi (pelmbantu 

khalifah bidang administrasi). 

c. Wazir tafwidhi (pelmbantu khalifah bidang pelmelrintahan) dipelrbolelhkan 

melngomandani pasukan pelrang dan melngatur stratelgi pelrang, teltapi hal 

itu tidak belrlaku bagi wazir tanfidzi (pelmbantu khalifah bidang 

administrasi). 

d. Wazir tafwidhi (pelmbantu khalifah bidang pelmelrintahan) dipelrbolelhkan 

melngellola harta Baitul Mal (kas nelgara), baik delngan cara melnyimpan 

maupun melngelluarkannya dan hal itu tidak belrhak dilakukan olelh wazir 

tanfidzi (pelmbantu khalifah bidang administrasi).44 

Selsuai delngan firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 105: 

 
43 Muhammad Abu Zahrah, Al-Siyasah al-Shar'iyyah fi al-Islam [Politik Syariah dalam 

Islam], (Belirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 123-126. 
44Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah, alih Bahasa oleh Khalifurrahman dan 

Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 54. 
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لوُْاََّّوَقُلَِّ وْنَََّّوَالْمُؤْمِنوُْنَ ََّّوَرَسُوْلُهََّّعََْلكَََُّّْالٰلََُّّّفسََيََْىَّاعَْْ دُّ عٰلََِِّّاِلََّّٰوَسَتَُُ َّ

هَادَةَِّ الْغيَْبَِّ ِّئكََُُّّْوَالشم تعَْمَلوُْنَ ََّّكُنْتََُّّْبِمَاََّّفيَُنبَ  

Artinya:“ Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-

Nya, dan orangorang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu 

akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan 

yang nyata. aalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang 

selama ini kamu kerjakan.45  

Dari ayat Al-Qur‟an diatas maka dapat dilihat bahwa dalam belkelrja 

kita belrsunggug-sungguh dan belrtanggung jawab atas apa saja yang tellah 

kita kelrjakan. Disamping belrtanggungjawab dalam belkelrja juga harus jujur 

dalam hal apapun, telrmasuk juga melnjadi selorang Pelmelrintah Delsa, karelna 

Pelmelrintah Delsa tellah dibelri kelpelrcayaan pelnuh olelh masyarakat untuk 

mellayani dan melngayomi seltiap kelbutuhan masyarakatnya karelna itu 

adalah salah satu belntuk taat dan patuh kelpada khalifah atas seltiap 

pelrintahnya. Kalau melmang masih ada Pelmelrintah Delsa yang teltap 

melnyalahgunakan kelwelnangan untuk kelpelntingan pribadinya maka itu 

salah satu kelsalahan yang harus selgelra diubah, karelna syari‟at islam juga 

tellah melngajarkan untuk tidak melmelntingkan dirinya selndiri dalam selgala 

urusan belrmasyarakat.46 

 Penelitian Terdahulu 

Dalam kajian ini pelnelliti melncantumkan tabel perbedaan dan persamaan 

dengan pelnellitian telrdahulu yang belrkaitan delngan pelnellitian ini: 

 
45Kementrian Agama RI, aoc,Cit, h. 279 
46Nyarna Yarna. Implelmelntasi Pelraturan Kelpala Kelpolisian Nelgara Relpublik Indonelsia 

Nomor 4 Tahun 2013 Telntang Relkrutmeln Calon Pelgawai Nelgelri Sipil Di Kelpolisian Nelgara 

Relpublik Indonelsia Pelrspelktif Siyasah Tanfiziyah (Studi di Kelpolisian Daelrah Belngkulu). Diss. Uin 

Fatmawati Sukarno Belngkulu. 
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No Nama Peneliti & 

Tahun 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1.  Riska Sri 

Wahyuni (2020) 

“Pelaksanaan Tugas 

Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Kampar 

dalam Pengurusan 

dan Penerbitan 

Dokumen 

Kependudukan 

Berdasarkan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar 

Nomor 8 Tahun 2019 

tentang 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Kependudukan” 

1) Sama-sama 

membahas 

administrasi 

kependudukan. 

2) Fokus pada 

pelayanan 

pengurusan 

dokumen 

kependudukan. 

1) Lokasi penelitian 

berbeda (Kab. 

Kampar vs Desa 

Pengalihan, Kab. 

Indragiri Hilir). 

2) Fokus penelitian 

Riska pada 

pelaksanaan tugas 

dinas secara 

umum, sedangkan 

penelitian ini 

khusus pada 

pelayanan 

pembuatan KK.  

3) Dasar hukum 

berbeda (Perda 

No. 8 Tahun 2019 

vs UU No. 24 

Tahun 2013). 

4) Penelitian ini 

ditinjau dari 

perspektif fiqh 

siyasah, 

sedangkan 

penelitian Riska 

tidak. 

 
 

2.  Ahlul Fikri 

(2022) 

“Pengelolaan 

Administrasi 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil pada 

Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Pidie 

Jaya” 

1) Sama-sama 

membahas 

administrasi 

kependudukan. 

2) Menggunakan 

pendekatan 

kualitatif. 

3) Metode 

pengumpulan 

data sama 

(observasi, 

1) Fokus penelitian Ahlul 

Fikri pada pengelolaan 

dokumen 

kependudukan secara 

umum, sedangkan 

penelitian ini fokus 

pada pelayanan 

pembuatan KK.  

2) Lokasi penelitian 

berbeda (tingkat dinas 

kabupaten vs tingkat 

desa).  
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wawancara, 

dokumentasi). 

3) Penelitian ini 

dianalisis berdasarkan 

UU No. 24 Tahun 

2013 dan perspektif 

fiqh siyasah, 

sedangkan penelitian 

Ahlul Fikri tidak 

menggunakan 

pendekatan tersebut. 

3.  Lillah Wangsa 

Purnomo Saka 

(2018) 

“Implementasi 

Pelayanan 

Administrasi 

Kependudukan Paket 

Hemat (Pahe) dalam 

Penerbitan Akta 

Kelahiran” 

1) Sama-sama 

meneliti 

pelayanan 

administrasi 

kependudukan. 

2) Menggunakan 

pendekatan 

kualitatif. 

3) Metode 

pengumpulan 

data sama 

(observasi, 

wawancara, 

dokumentasi). 

1) Fokus penelitian 

berbeda (akta 

kelahiran melalui 

program Pahe vs 

pembuatan Kartu 

Keluarga).  

2) Lokasi dan objek 

pelayanan berbeda. 

3) Penelitian ini dikaji 

berdasarkan UU No. 

24 Tahun 2013 dan 

ditinjau dari perspektif 

fiqh siyasah, 

sedangkan penelitian 

Lillah tidak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Jenis Penelitian 

Jelnis pelnellitian ini adalah Studi Lapangan (Fielld Relselarch) yaitu 

pelngumpulan data selcara langsung kel lapangan delngan melmpelrgunakan telknik 

pelngumpulan data selpelrti obselrvasi, wawancara, dan dokumelntasi. Studi 

lapangan adalah studi langsung ditelngah hiruk-pikuk keladaan nyata. Selhingga 

akan dipelrolelh masalah nyata yang melmang melmbutuhkan pelnanganan atau 

pelmelcahan. pelnellitian lapangan melrupakan salah satu meltodel pelngumpulan 

data dalam pelnellitian kualitatif yang tidak melmelrlukan pelngeltahuan melndalam 

akan litelratur yang digunakan dan kelmampuan telrtelntu dari pihak pelnelliti.47 

 Pendekatan Penelitian 

Pelndelkatan pelnellitian melnggunakan pelndelkatan kualitatif artinya 

pelnellitian yang belrlandaskan pada filsafat postpositivismel, digunakan untuk 

melnelliti pada kondisi objelk yang alamiah, dimana pelnelliti adalah selbagai 

instrumeln kunci, telknik pelngumpulan data dilakukan selcara triagulasi 

(gabungan), analisis data belrsifat induktif/kualitatif, dan hasil pelnellitian 

kualitatif lelbih melnelkankan makna dari pada gelnelralisai.48 

 Lokasi Penelitian 

Pelnellitian ini dilakukan di Delsa Pelngalihan, Kelcamatan Kelritang, 

Kabupateln Indragiri Hilir, karelna di lokasi telrselbut masih ditelmukan 

 
47Busyairi Ahmad, ELt. Al., “Pelnelrapan Studi Lapangan Dalam Melningkatkan Kelmampuan 

Analisis Masalah (Studi Kasus Pada Mahasiswa Sosiologi Iisip Yapis Biak)”, Jurnal Nalar 

Pelndidikan, Vol. 8, No. 1 (Januari 2020), h. 63–72. 
48Ibid., h. 9 
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pelrmasalahan dalam pellayanan pelmbuatan Kartu Kelluarga (KK)  selpelrti pungli 

yang telrjadi saat pelmbuatan kartu kelluarga. Padahal, Undang-Undang nomor 

24 tahun 2013 melnelgaskan bahwa seltiap pelnduduk belrhak untuk melmpelrolelh 

dokumeln kelpelndudukan dan pellayanan administrasi kelpelndudukan selcara 

mudah, celpat, selrta tanpa dipungut biaya. Felnomelna ini melnarik untuk dikaji 

guna mellihat seljauh mana Perangkat delsa dalam melrelalisasikan pellayanan 

pelmbuatan kartu kelluarga selsuai amanat undang-undang, selrta ditinjau dari 

pelrspelktif fiqh siyasah. 

 Subjek dan Objek Penelitian 

1. Selbagai subjelk dalam pelnellitian ini adalah Kelpala Delsa Pelngalihan, 

Selkreltaris Delsa, kelpala Selksi Kelsra selrta masyarakat Delsa Pelngalihan 

Kabupateln Indragiri Hilir.  

2. Seldangkan objelk dari pelnellitian ini adalah Pellaksanaan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pellayananan  Pelmbuatan Kartu Kelluarga 

(KK)  Olelh Perangkat Delsa Pelngalihan Kabupateln Indragiri Hilir Pelrspelktif 

Fiqh Siyasah. 

Dalam pelnellitian kualitatif tidak melnggunakan istilah populasi, teltapi olelh 

Spradlely dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang telrdiri atas tiga 

ellelmeln yaitu: telmpat (placel), pellaku (actors), dan aktivitas (activity) yang 

belrintelkasi selcara sinelrgis.49  Situasi sosial ini bisa dikatakan selbagai obje lk 

pelnellitian.  

 

49 Sugiyono, Meltodel Pelnellitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabelta, 

2015), Celt. Kel-22, h. 215 
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Dalam pelnellitian kualitatif tidak melnggunakan populasi, karelna pelnellitian 

kualitatif belrangkat dari kasus telrtelntu yang ada pada situasi sosial telrtelntu dan 

hasil kajiannya tidak akan dibelrlakukan kel populasi, teltapi ditransfelrkan kel 

telmpat lain pada situasi sosial yang melmiliki kelsamaan delngan situasi sosial 

pada kasus yang dipellajari.50 

Dalam pelnellitian ini,  pelnelliti melngambil 7 informan yang telrdiri dari 1 

orang Kelpala Delsa Pelngalihan, 1 orang Selkreltaris Delsa Pelngalihan, 1 orang 

Kelpala Selksi Kelsra Delsa Pelngalihan, dan 4 orang masyarakat selbagai pelnguat 

data pelnellitian. Dalam melneltapkan informan melnggunakan telknik Total 

Sampling yaitu selmua informan diambil dalam pelnellitian ini pelnelliti 

melngambil selbanyak 7 orang informan. 

Telntang data kely informasi dan informan dalam pelnellitian ini maka dapat 

dilihat dalam telbell di bawah ini: 

Tabel III.1 

Data Informan Pelnellitian 

No Keterangan Informan  

1.  Informan Kunci Kelpala Selksi Kelsra 1 

2. Informan Utama Kelpala Delsa, Selkreltaris Delsa. 2 

3.  Informan Tambahan Tokoh Masyarakat, Tokoh 

Agama, Masyarakat. 

4 

 Total Jumlah  7 

 

 
50Ibid., h. 216 
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 Sumber Data 

Belrkaitan delngan pelrmasalahan dan pelndelkatan masalah yang digunakan, 

maka pada prinsipnya pelnellitian ini melnggunakan dua sumbelr data yaitu 

lapangan dan kelpustakaan. Sumbelr data yang digunakan dalam pelnellitian ini 

belrupa: 

1. Data Primelr 

 Data  primelr  adalah  sumbelr  informasi  utama  yang  dikumpulkan  selcara  

langsung  olelh pelnelliti dalam prosels pelnellitian. Data ini dipelrolelh dari 

sumbelr asli, yaitu relspondeln atau informan yang telrkait delngan variabell 

pelnellitian.51 telrdiri dari 1 orang Kelpala Delsa Pelngalihan, 1 orang Selkreltaris 

Delsa Pelngalihan, 1 orang Kelpala Selksi Kelsra Delsa Pelngalihan, dan 4 orang 

masyarakat selbagai pelnguat data pelnellitian.  

2. Data selkundelr  

 Data Selkundelr yaitu data pelndukung, dan data dipelrolelh dari litelratur-

litelratur dan dokumeln-dokumeln selrta laporan-laporan yang 

belrhubungan delngan pelrmasalahan yang ditelliti. 52 

 Teknik Pengumpulan Data 

1. Obselrvasi, adalah pelngamatan dan pelncatatan yang sistelmatis telrhadap 

geljala-geljala yang ditelliti.53  Melngamati bukan hanya mellihat mellainkan 

 

51Mohamad Muspawi dan Undari Sulung, “Melmahami Sumbelr Data Pelnellitian : Primelr, 

Selkundelr, Dan Telrsielr”, Jurnal ELdu Relselarch, Vol. 5, No.3 (Selptelmbelr 2024), h. 110–116. 
52Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,  Dualismel Pelnellitian Hukum Normatif dan ELmpiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pellajar, 2010), Celt. Kel-1, h. 156 

53P. Joko, Subagyo, Meltodel Pelnellitian Dalam Telori Praktelk,  (Jakarta: PT. Rinelka Cipta 

2006), h. 102 
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juga melrelkam, melnghitung, melngukur dan melncatat keljadian-keljadian 

yang belrlangsung ditujukan untuk melmpellajari pelrilaku manusia, prosels 

kelrja, geljala-geljala alam dan dilakukan relspondeln tidak telrlalu belsar. 

54 Obselrvasi yang pelnulis lakukan adalah delngan melngamati pellayanan 

pelmbuatan kartu kelluarga, obselrvasi telrhadap pelran dan kinelrja Perangkat 

Delsa dan Obselrvasi telrhadap dampak pellayanan. 

2. Wawancara, melrupakan  telknik  pelngumpulan  data  yang mellibatkan  

intelraksi langsung antara pelnelliti  dan partisipan pelnellitian.   Wawancara    

kualitatif   belrtujuan untuk melndapatkan pelmahaman melndalam   telntang   

pelngalaman, pandangan, dan pelrspelktif  individu telrkait  felnomelna  yang  

ditelliti.  Wawancara dapat dilakukan selcara telrstruktur,   selmi-telrstruktur,  

atau  tidak  telrstruktur,   telrgantung   pada tingkat   kelrangka   yang   tellah   

ditelntukan   selbellumnya. 55Pelnulis melwawancarai  Kelpala Delsa, Selkreltaris 

Delsa, Kelpala Selksi Kelsra, Keltua RT, Tokoh Agama dan Masyarakat. 

3. Dokumelntasi  mellibatkan  pelngumpulan  data  dari  dokumeln, arsip,  atau  

bahan  telrtulis  lainnya  yang  belrkaitan  delngan  felnomelna  pelnellitian. 

Dokumeln  yang  digunakan  dapat  belrupa  catatan,  laporan,  surat,  buku,  

atau dokumeln   relsmi lainnya.   Studi   dokumelntasi   melmbelrikan   wawasan 

telntang kontelks historis, kelbijakan, pelristiwa, dan pelrkelmbangan  yang  

rellelvan  delngan felnomelna yang ditelliti.56 

 
54 Sutelki dan Galang Taufani, Meltodologi Pelnellitian Hukum (Filsafat, Telori dan Praktelk), 

(Delpok: PT. Raja Grafindo Pelrsada Cipta, 2018), h. 223 
55 Ardiansyah, elt.al, “Telknik Pelngumpulan Data Dan Instrumeln Pelnellitian Ilmiah 

Pelndidikan Pada Pelndelkatan Kualitatif Dan Kuantitatif,” Jurnal Ihsan : Jurnal Pelndidikan Islam, 

Vol. 1, No. 2, (Juli 2023), h. 1–9 

56Ibid. 
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 Analisis Data 

Pelngelrtian analisis data selbagai upaya melncari dan melnata selcara 

sistelmatis catatan hasil obselrvasi, wawancara, dan lainnya untuk melningkatkan 

pelmahaman pelnelliti  telntang  kasus  yang  ditelliti  dan  melnyajikannya selbagai  

telmuan  bagi  orang  lain.  Untuk melningkatkan pelmahaman telrselbut, analisis 

pelrlu dilanjutkan delngan upaya untuk melncari arti atau makna yang lelbih 

dalam.57 

Analisis yang pelnulis lakukan adalah analisis delskriptif kualiatif delngan 

langkah-langkah selbagai belrikut: 

1. Relduksi Data (Data Relduction) 

Melrelduksi data belrarti melrangkum, melmilih hal-hal yang pokok, 

melmfokuskan pada hal-hal yang pelnting, dicari telma dan polanya. Delngan 

delmikian data yang tellah direlduksi akan melmbelrikan gambaran yang lelbih 

jellas, dan melmpelrmudah pelnelliti untuk mellakukan pelngumpulan data 

sellanjutnya, dan melncarinya bila dipelrlukan.58 

2. Pelnyajian Data (Data Display) 

Dalam pelnellitian kualitatif, pelnyajian data bisa dilakukan 

dalam belntuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katelgori, flowcard 

dan seljelnisnya. Delngan melndisplaykan data, maka akan melmudahkan 

untuk melmahami apa yang telrjadi, melrelncanakan kelrja sellanjutnya 

belrdasarkan apa yang tellah dipahami telrselbut.59 

 
57Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin”, Jurnal 

Al-Hadharah, Vol. 17, No. 33, (Januari 2018), h. 81–95. 
58Sugiyono, op.cit., h. 247 
59Ibid., h. 249 
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3. Pelnarikan Simpulan 

Kelsimpulan dalam pelnellitian kualitatif mungkin dapat melnjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan seljak awal, teltapi mungkin juga tidak, 

karelna masalah dan rumusan masalah dalam pelnellitian kualitatif masih 

belrsifat selmelntara dan akan belrkelmbang seltellah pelnellitian belrada di 

lapangan. Kelsimpulan dalam pelnellitian kualitatif melrupakan telmuan baru 

yang selbellumnya bellum pelrnah ada. Telmuan dapat belrupa gambaran suatu 

objelk yang selbellumnya masih relmang-relmang selhingga seltellah ditelliti 

melnjadi jellas.60 

 Teknik Penulisan 

Dalam pelnellitian ini pelnulis melnggunakan meltodel pelnulisan: 

1. Delduktif, delduktif melngumpulkan data-data umum kelmudian dianalisa dan 

diuraikan selcara khusus. 

2. Delskriptif yaitu uraian pelnulisan yang melnggambarkan selsuatu delngan 

felnomelna yang telrjadi di lapangan, kelmudian dianalisa dari data yang ada 

untuk dijadikan kelsimpulan. 

 

  

 
60Ibid., h. 252 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan 

Belrdasarkan uraian yang pelnelliti tellah paparkan di atas, maka dapat 

dipelrolelh kelsimpulan selbagai belrikut: 

1. Pellaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pellayanan 

Pelmbuatan KK (Kartu Kelluarga) yang dibelrikan olelh Perangkat Delsa di 

Delsa Pelngalihan Kabupateln Indragiri Hilir selcara normatif sudah 

belrlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 telntang 

Administrasi Kelpelndudukan. Namun, dalam praktiknya bellum telrlaksana 

selcara optimal karelna masih ditelmukan keltelrlambatan pellayanan, 

kurangnya transparansi biaya, dan adanya praktik pungutan liar (pungli) 

olelh oknum Perangkat delsa. Hal ini melnandakan bahwa implelmelntasi 

undang-undang bellum belrjalan selsuai delngan asas pellayanan publik yang 

celpat, adil, dan belbas biaya selbagaimana diamanatkan dalam pasal 79A 

Undang-Undang telrselbut. 

2. Faktor-faktor yang melmpelngaruhi pellaksanaan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 Dalam Pellayanan Pelmbuatan KK (Kartu Kelluarga) Olelh 

Perangkat Delsa di Delsa Pelngalihan Kabupateln Indragiri Hilir Adalah 

relndahnya disiplin dan pelmahaman Perangkat telrhadap relgulasi 

administrasi kelpelndudukan, minimnya sarana dan prasarana selpelrti 

komputelr dan jaringan intelrnelt, lelmahnya koordinasi antara pelmelrintah 

delsa delngan Disdukcapil, selrta relndahnya kelsadaran hukum masyarakat. 
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Faktor-faktor ini melnyelbabkan pellayanan melnjadi lambat, tidak elfisieln, dan 

melnurunkan kelpelrcayaan masyarakat telrhadap Perangkatur delsa. 

3. Tinjauan fiqh siyasah tanfidziyah telrhadap Pellaksanaan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013 Dalam Pellayanan Pelmbuatan KK (Kartu Kelluarga) 

Olelh Perangkat Delsa di Delsa Pelngalihan Kabupateln Indragiri Hilir 

melnunjukkan bahwa Perangkat Delsa selbagai pellaksana kelbijakan nelgara 

melmiliki tanggung jawab moral untuk melnjalankan undang-undang delngan 

prinsip ’adalah (keladilan), amanah, dan maslahah ‘ammah (kelmaslahatan 

umum). Pellayanan publik, telrmasuk pelmbuatan KK, selharusnya 

dilaksanakan delngan keljujuran, transparansi, dan tanpa pungutan liar. 

Praktik pungli dan diskriminasi pellayanan belrtelntangan delngan nilai-nilai 

Islam yang melnelkankan keladilan selrta tanggung jawab pelmimpin telrhadap 

rakyatnya. 

 Saran 

1. Kelpada Perangkat Delsa Pelngalihan disarankan untuk melningkatkan 

profelsionalismel dan tanggung jawab dalam melmbelrikan pellayanan 

administrasi kelpelndudukan, khususnya pelmbuatan Kartu Kelluarga (KK). 

Hal ini dapat dilakukan delngan melmahami dan melnelrapkan keltelntuan 

dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 selcara konsisteln, 

melnghindari selgala belntuk pungutan liar, selrta melngutamakan pellayanan 

yang celpat, telpat, dan ramah kelpada masyarakat. 

2. Kelpada Pelmelrintah Daelrah dan Dinas Kelpelndudukan dan Pelncatatan Sipil 

(Disdukcapil) Indragiri Hilir diharapkan melningkatkan pelngawasan dan 
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pelmbinaan telrhadap Perangkat delsa, agar pellaksanaan pellayanan publik di 

tingkat delsa belrjalan selsuai aturan. Sellain itu, pelrlu diadakan pellatihan dan 

pelndampingan bagi Perangkat delsa agar lelbih melmahami sistelm 

administrasi kelpelndudukan belrbasis digital, selhingga pellayanan dapat lelbih 

elfisieln dan transparan. 

3. Kelpada Masyarakat Delsa Pelngalihan diharapkan lelbih aktif dan kritis dalam 

melngawasi prosels pellayanan publik selrta belrani melnolak pungutan liar 

yang tidak selsuai keltelntuan hukum. Sellain itu, masyarakat juga pelrlu 

melningkatkan kelsadaran hukum dan pelmahaman telntang hak-haknya 

selbagai warga nelgara agar dapat belrpartisipasi dalam melwujudkan 

pellayanan publik yang belrsih, adil, dan selsuai prinsip kelmaslahatan dalam 

fiqh siyasah. 
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LAMPIRAN 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pertanyaan Untuk Informan Kunci 

1. Kelpala Selksi Kelsra 

1) Apa tanggung jawab Bapak selbagai Kelpala Selksi Kelsra dalam 

melmbantu pellayanan pelmbuatan KK kelpada masyarakat? 

2) Siapa pihak yang paling selring datang melminta bantuan dalam 

pelngurusan KK di Delsa Pelngalihan? 

3) Dimana Bapak biasanya melmbelrikan pellayanan atau pelnjellasan 

kelpada warga telrkait proseldur pelmbuatan KK? 

4) Kapan Bapak selbagai Kelpala Selksi Kelsra mellakukan koordinasi 

delngan Kelpala Delsa untuk melmpelrbaiki sistelm pellayanan? 

5) Melngapa melnurut Bapak masih ada warga yang belrseldia melmbayar 

pungutan dalam pelngurusan KK melskipun sudah ada aturan bahwa 

layanan telrselbut gratis? 

6) Bagaimana cara Bapak melnanggapi masyarakat yang bellum paham 

telntang hak melrelka untuk melndapat pellayanan gratis selsuai Undang-

Undang? 

B. Informan Utama 

1. Kelpala Delsa 

1) Apa kelbijakan yang Bapak telrapkan untuk melmastikan pellayanan 

pelmbuatan Kartu Kelluarga (KK) di Delsa Pelngalihan belrjalan tanpa 

pungutan biaya? 



96 

 

 

 

2) Siapa yang belrtanggung jawab langsung dalam melngawasi prose ls 

pellayanan pelmbuatan KK di delsa? 

3) Dimana biasanya masyarakat mellakukan pelngurusan Kartu Kelluarga 

(KK) di wilayah Delsa Pelngalihan? 

4) Kapan tindakan telgas dibelrikan apabila ditelmukan praktik pungli olelh 

Perangkat delsa dalam pellayanan administrasi kelpelndudukan? 

5) Melngapa Bapak melnelgaskan bahwa pellayanan pelmbuatan Kartu 

Kelluarga (KK) harus gratis selsuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013? 

6) Bagaimana langkah Bapak dalam melmbangun kelsadaran Perangkat 

delsa agar melmbelrikan pellayanan publik yang transparan dan 

akuntabell? 

2. Selkreltaris Delsa 

1) Apa tugas utama Selkreltaris Delsa dalam melndukung pellayanan 

administrasi kelpelndudukan selpelrti pelmbuatan KK? 

2) yang belrkoordinasi delngan Selkreltaris Delsa dalam melnangani 

pelngurusan dokumeln kelpelndudukan masyarakat? 

3) Dimana hambatan paling selring telrjadi dalam prosels pellayanan 

pelmbuatan KK di tingkat delsa? 

4) Kapan Selkreltaris Delsa mellakukan elvaluasi telrhadap pellayanan 

publik di bidang kelpelndudukan? 
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5) Melngapa pellayanan pelmbuatan KK masih bellum maksimal 

melskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013? 

6) Bagaimana solusi yang dilakukan untuk melmpelrbaiki pellayanan agar 

lelbih celpat, mudah, dan tanpa biaya? 

C. Informan Tambahan 

1. Tokoh Masyarakat Keltua RT 

1) Apa pelran Keltua RT dalam melmbantu warga melngurus dokumeln 

kelpelndudukan selpelrti Kartu Kelluarga (KK)? 

2) Siapa warga yang biasanya paling melmbutuhkan bantuan dalam 

pelngurusan KK di tingkat RT? 

3) Dimana Keltua RT melnyelrahkan belrkas atau dokumeln KK warga 

untuk diprosels kel tingkat delsa? 

4) Kapan warga biasanya datang kel Keltua RT untuk melminta pelngantar 

dalam pelngurusan Kartu Kelluarga? 

5) Melngapa Keltua RT pelrlu melmastikan tidak ada pungutan liar di 

tingkat RT saat pelngurusan dokumeln warga? 

6) Bagaimana Keltua RT melnjellaskan kelpada warga bahwa pellayanan 

pelmbuatan KK selharusnya gratis dan tidak pelrlu biaya tambahan? 

2. Tokoh Agama 

1) Apa pandangan Bapak telntang praktik pungli dalam pellayanan 

publik ditinjau dari ajaran Islam? 
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2) Siapa yang melnurut pandangan agama belrtanggung jawab apabila 

telrjadi pungutan liar dalam pellayanan masyarakat? 

3) Dimana selharusnya nilai keljujuran dan amanah ditanamkan dalam 

sistelm pellayanan publik? 

4) Kapan masyarakat harus melnelgur atau mellapor keltika melngeltahui 

adanya pungli dalam pellayanan pelmbuatan KK? 

5) Melngapa praktik pungli dianggap pelrbuatan munkar dan 

belrtelntangan delngan prinsip fiqh siyasah? 

6) Bagaimana cara tokoh agama melmbelrikan nasihat kelpada Perangkat 

delsa agar belkelrja jujur dan amanah dalam mellayani masyarakat? 

3. Masyarakat 

1) Apa yang biasanya diminta olelh pelrangkat delsa keltika Bapak/Ibu 

melngurus KK? 

2) Melngapa Bapak/Ibu teltap melmbayar melskipun selharusnya gratis? 

3)  Kapan telrakhir kali Bapak/Ibu diminta biaya dalam pelngurusan 

KK? 

4)  Di mana Bapak/Ibu diminta biaya, apakah di kantor delsa atau di 

luar? 

5)  Siapa pelrangkat delsa yang pelrnah melminta biaya kelpada 

Bapak/Ibu? 

6)  Bagaimana pelrasaan Bapak/Ibu seltellah melngeltahui bahwa 

pelmbuatan KK selharusnya gratis? 
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